
 

 

60

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam

penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya penerapan pembuktian terbalik terbatas hampir sama dengan

pembuktian biasa, hanya saja pada pembuktian terbalik terbatas terdakwa

diberikan hak untuk membuktikan bahwa terdakwa ia tidak melakukan tindak

pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

ketentuan tentang adaya hak untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak

melakukan tindak pidana korupsi dinyatakan secara tegas dalam Pasal 37 Ayat

(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 37 Ayat (1) Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini berbeda dengan pembuktian biasa

didalam KUHAP tidak dinyatakan secara tegas bahwa terdakwa mempunyai

hak untuk membuktikan, meskipun dalam prakteknya, oleh hakim terdakwa

tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

2. Dalam penerapan pembuktian terbalik terbatas ada banyak faktor yang

mempengaruhi antara lain faktor peraturan perundang-undangan yakni adanya

peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan diterapkannya

pembuktian terbalik terbatas, faktor aparat hukum yang profesional baik jaksa

maupun hakim dan faktor terdakwa itu sendiri, karena pembuktian terbalik

terbatas merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada terdakwa,
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jadi terdakwa dapat menggunakannya. Semuanya itu menjadi pertimbangan

hakim dalam memberikan putusan.

B. Saran

1. Dalam penegakan hukum tidak terkecuali penegakan hukum dalam tindak

pidana korupsi, perlu diperhatikan keseimbangan antara faktor-faktor yang

mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri seperti faktor undang-

undang dalam artian peraturan perundang-undangan harus memadai, sikap

profesional aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang memadai dan

yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran hukum masyarakat, tanpa itu

semua, undang-undang yang baik tidak ada artinya

2. Penerapan pembuktian terbalik terbatas yang diatur dalam UU No.31 Tahun

1999 dan UU No.20 Tahun 2001 merupakan sebuah kemajuan dalam

perundang-undangan kita. Pelaksanaan pembuktian terbalik terbatas ini

hendaknya dapat diterapkan secara konsisten dan benar oleh aparat penegak

hukum terkait, sehingga apa yang diharapkan oleh undang-undang dan bangsa

ini dapat tercapai, yaitu Negara yang bersih dari tindak pidana korupsi.

3. Kalau dalam tindak pidana gratifikasi (pasal 12 B hurup a UU No.20 Tahun

2001) dimungkinkan diterapkannya pembuktian terbalik murni, maka perlu

dipikirkan juga untuk memberlakukan sistem pembuktian terbalik murni untuk

kasus-kasus korupsi yang berskala besar.
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